
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 28 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 

2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya 
penanggulangan bencana sesuai status tanggap darurat 
yang diperpanjang berdasarkan keputusan Gubernur 
Sumatera Barat Nomor: 360-803-2025 tentang 
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam 
Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang 
di Wilayah Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Desember 
2025, terdapat tambahan bantuan keuangan dari beberapa 
Pemerintah Daerah lainnya dan Perubahan Rincian Dana 
Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam rangka 
Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 372 Tahun 2025, maka Peraturan 
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
dilakukan perubahan kembali; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D. 1.f dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dilakukan pergeseran setelah 



ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6806); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan   Pengawasan   Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5081 Tahun 2024 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan 
Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3931 
Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur 
Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 204); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 223); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan 228); 

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 
2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025; 

28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 
2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2025 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan : 
a.  Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 20); 

b.  Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 22); 

c.  Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 25), 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.6.126.360.095.516,00 (enam triliun 

seratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh 
lima ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar 
Rp.142.203.888.000,00 (seratus empat puluh dua milyar dua ratus tiga 
juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp.6.268.563.983.516,00 (enam triliun dua ratus enam puluh 
delapan milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan 
puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah); 

b. Belanja Daerah semula sebesar Rp.6.244.095.049.511,43 (enam triliun 
dua ratus empat puluh empat miliar sembilan puluh lima juta empat 
puluh sembilan ribu lima ratus sebelas koma empat puluh tiga rupiah) 
bertambah sebesar Rp. 142.203.888.000,00 (seratus empat puluh dua 
milyar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.386.298.937.511,43 (enam triliun 
tiga ratus delapan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan 
juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas koma empat 
puluh tiga rupiah); 

c. Pembiayaan Daerah melalui Penerimaan tetap sebesar 
Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh 
empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 
puluh lima koma empat puluh tiga rupiah); 

d. Pembiayaan Daerah melalui Pengeluaran sebesar Rp.00,00 (nol); dan 

e. Pembiayaan Netto tetap sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh 
belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh 



tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga 
rupiah). 

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

 
 
 
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 24 Desember 2025 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 
                      dto 
                

            MAHYELDI 
 
 

Diundangkan di Padang 
pada tanggal 24 Desember 2025 

 SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT, 
 
                    dto 

    
  ARRY YUSWANDI 

 
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 29  


